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PUTUSAN
Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Tgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser.,
sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Paser
namun sekarang berada di rumah tahanan Kabupaten
Paser., sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan
register perkara Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten
Paser, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/008/111/2016, tanggal 24
Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
orang tua Tergugat di Jalan Yos Sudarso, Gang persatuan, RT.0001, Desa
Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
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1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan
Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

awalnya rukun-rukun saja, namun sejak sejak awal menikah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan antara lain:
- Tergugat memiliki sifat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa
memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah marah kepada
Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sampai
menyakiti/tubuh jasmani Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih
kurang pada tahun 2018 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak
saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di RT.002, Kelurahan Long Kali, Kecamatan
Long Kali, Kabupaten Paser;, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 3
tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak
berhasil;
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup
lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat
bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama
Tanah Grogot;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan, yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar
mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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L. Bu
kti Surat

- Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 0041/008/111/2016 Tanggal 24

Maret 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi Petikan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Tgt,

tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah

Grogot yang menerangkan bahwa Tergugat berdasarkan putusan

Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah dijatuhi hukuman pidana penjara

selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800,000,000,00

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah

bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf

lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu
kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
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26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan
Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha
mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat
tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-
pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan
alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagaimana dalam duduk
perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat
tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
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Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup
sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah
di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil
dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materill dapat
dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Nikah Nomor
0041/008/111/2016 Tanggal 24 Maret 2016) merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Long Kali,
Kabupaten Paser, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal
2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah
mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam
perkara ini (persona standi in judicio), karenanya Penggugat mempunyai
kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Petikan
Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Tgt, tanggal 28 Mei 2020, yang
menerangkan Tergugat (Sonny Firsada bin Syahruddin Noor) telah dijatuhi
hukuman pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah
Rp.800,000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana
denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan a quo, Penggugat telah
menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Petikan Putusan Pengadilan, oleh
karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian terhadap dalil diatas
cukup dengan bukti surat tersebut dan tidak memerlukan lagi bukti dari saksi-
saksi, hal ini telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 74 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 9
Tahun 1975,jo. Pasal 116 point (c) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan
fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor 0041/008/111/2016 Tanggal 24 Maret 2016 dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali,
Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama selama 6
(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800,000,000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha
menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali karena Tergugat
telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah
Rp.800,000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana
denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan
selama menjalani hukuman tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga mempertahankan rumah
tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat
mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang),
melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak Penggugat
secara psikologis dan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mampu untuk
menunggu Tergugat dalam kurungan/tahanan selama 6 (enam) tahun dan
dan denda sejumlah Rp.800,000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan
ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
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selama 2 (dua) bulan, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, hal
ini diketahui oleh Hakim karena Hakim telah berusaha menyampaikan
saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali
dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi dalam kesimpulannya
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, oleh
karena itu solusi untuk menghindari hal-hal terburuk bagi Penggugat
adalah dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan
Pasal 149 ayat (1) R.bg, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan
Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal
119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap
Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum
dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.
440,000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.l., M.H. dan Mochamad Firdaos,
S.H.l,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.l.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.l., M.H. Mochamad Firdaos, S.H.l.

Panitera Pengganti,
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Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
Panggilan
4. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai . Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).
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